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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Penatausahaan  
 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 
dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. 
 Pasal 474 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang pembukuan sebagai berikut : 
a. Pengelolaan Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan 
barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam 
Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang: 
b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan 
pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status 
penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
kedalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna 
menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 
Pada Pasal 474 dan 475 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pembukuan adalah sebagai berikut : 
a. Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang 
milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar 
Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi. 
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b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan 
pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status 
penggunaannya berada pada pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna 
menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 
c. Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang 
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (2). 
d. Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan 
himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola 
menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 
e. Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain. 
 Dalam Pasal 476 dan 477 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2016 tentang inventarisasi adalah sebagai berikut : 
a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; 
b. Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi 
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun; 
c. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola 
Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. 
20 
 
d. Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
Cara Penatausahaan yang ke 3 (tiga) adalah Pelaporan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 478 dan 479 
menyebutkan bahwa : 
a. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa 
Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan 
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang; 
b. Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna 
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan; 
c. Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk 
disampaikan kepada Pengelola barang. 
d. Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola 
semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan; 
e. Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna 
semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 478 ayat (2) serta laporan barang Pengelola 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan 
laporan barang milik daerah; 
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f. Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. 
2.2  Aset Daerah/Barang Milik Daerah  
 Menurut Doli D. Siregar (2004:178) Pengertian Aset secara umum adalah 
barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi 
(economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange 
value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (Perorangan).
 Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang 
terdiri dari benda tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, 
baik berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible), yang tercakup 
dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, 
institusi atau individu perorangan. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 
2004 yang dimaksud Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 
atau diperoleh atas bebab APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
Menurut Drs. Nurlan Darise, Ak., M.Si. (2008:59) Aset adalah sumber 
daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat 
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan 
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  
Dan selanjutnya menurut Drs. Nurlan Darise,Ak.,M.Si dalam buku lainnya 
buku pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
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(2008:240-241) Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar, Aset 
lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan 
persediaan, pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 
(tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjual belikan, 
pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda penjualan angsuran, 
Tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan serta Persediaan mencakup atau 
perlengkapan yang dibeli dan di simpan untuk digunakan. Sedangkan aset non 
lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang 
digunakan baik lansung maupun tidak lansung untuk kegiatan pemerintah atau 
yang digunakan masyarakat umum. Aset lancar diklasifikasikan menjadi investasi 
jangka panjang, aset tetap, cadangan dan aset lainnya. 
 Menurut Mahmudi (2010:146) Aset Daerah adalah semua kekayaan 
daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, 
misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak 
ketiga, dan sebagainya.  
 Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah menjelaskan bahwasanya Barang Milik Negara/Daerah meliputi 
barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN/APBD; barang yang berasal 
dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah, sumbangan, dari 
perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang 
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diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
 Dan menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 ini yang dimaksud dengan : 
1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  
 Adapun Ruang Lingkup Barang Milik Negara/Daerah Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 meliputi : 
1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD; 
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu : 
a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 
c. Barang yang diperoleh sebagai berdasarkan ketentuan undang-
undang 
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 








2.3  Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah   
 Menurut Doli D. Siregar (2004 : 518) Manajemen aset merupakan salah 
satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di 
masyarakat. 
 Manajemen aset sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu 
inventarisasi aset, legal audit penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan 
SIMA (sistem informasi manajemen aset). Kelima tahapan kerja ini saling 
berhubungan dan terintegrasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Inventarisasi Aset 
 Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan 
yuridis/legal.Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, 
jenis alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status 
penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-
lain. Proses Kerja yang dilakukan adalah pendataan, koodifikasi/labeling, 
pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan manajemen 
aset. 
2. Legal Audit  
 Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa 
inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau 
pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, 
dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait 
dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering 
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ditemui antara lain status hak penguasa yang lemah, aset dikuasai pihak 
lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain. 
3. Penilaian Aset 
  Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas 
aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang 
indenpenden. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk 
mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi 
aset yang ingin dijual. 
4. Optimalisasi Aset 
 Optimalisasi Aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang 
bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, 
jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam 
tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan 
dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan 
berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi 
pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah 
maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut 
harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat 
dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor 
permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor 
lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa 




5. Pengawasan dan Pengendalian  
 Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset 
merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemda 
saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini 
adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam 
pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan 
pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat 
aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek 
pengaawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan terhadap satu 
aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang 
bertanggung jawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan 
meminimalkan KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) dalam tubuh Pemda. 
 Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa 
pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.  
 Dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan barang milik 
daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan,  pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
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pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian. 
 Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwasannya Pengelolaan 
Barang Milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 
pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 
pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan 
tuntutan ganti rugi. 
2.3.1 Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 2 mengenai maksud 
pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk : 
a. Mengamankan Barang Milik Daerah; 
b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 
c. Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang Daerah.  
2.3.2 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 Pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 3 mengenai tujuan 
pengelolaan Barang Daerah adalah untuk : 




b. Terwujudnya akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
c. Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif dan 
efisien. 
2.3.3 Asas-asas Pengelolaam Barang Milik Daerah 
 Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib 
pengelolaan barang milik negara/daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan 
langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam 
pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengeloaan barang milik daerah 
berdasarkan azas-azas (Pangabean 2002:36) : 
1. Azas  fungsional,  yaitu  pengambilan  keputusan  dan  pemecahan  
masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan 
oleh kuasa penggunaan barang, pengelola barang dan Kepala Daerah 
sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing; 
2. Azas   kepastian   hukum,   yaitu   pengelolaan  barang   milik   daerah   
harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-
undangan; 
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik 
daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh 
informasi yang benar; 
4. Azas efesiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar 
barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar 
kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal; 
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5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik 
daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 
6. Azas kepastian nilai, yaitu  pengelolaan barang milik daerah harus 
didukung oleh adannya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka 
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah 
serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah. 
2.3.4 Pemanfaatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 35 mengenai pemanfaatan 
pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : 
a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati; 
b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang 
tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, 
dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan 
Walikota. 
 Pada Peraturan Daaerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 36 mengenai bentuk-bentuk 
pemanfaatan barang daerah berupa : 
a. Sewa 
b. Pinjam Pakai; 
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c. Kerjasama Pemanfaatan; 
d. Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG).. 
2.4 Tahap-tahap Pengelolaan Aset 
 Yusuf (2011) dalam bukunya 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah 
menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui 
dalam manajemen aset. Dalam Permendagri nomor 19 Tahun 2016 disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang milik daerah adalah 
suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi : 
a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 
 Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah 
lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan 
tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. 
b. Pengadaan 
Pengadaan   adalah   kegiatan   untuk  melakukan pemenuhan kebutuhan 
barang daerah dan jasa. 
c. Penggunaan 
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 
d. Pemanfaatan; 
Pemanfataan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau 
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optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan. 
e. Pengamanan dan pemeliharaan 
Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan 
barang  milik  daerah  dalam  bentuk  fisik,  administratif  dan  tindakan  
upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan 
agar semua barang milik daerah selalu dalam kedaan baik dan siap untuk 
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli 
perlu di lakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur 
ekonomisnya dapat bertambah. 
f. Penilaian  
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas 
suatu objek penilaian suatu objek penilaian berupa barang milik daerah 
pada saat tertentu. 
g. Pemindahtanganan  
Pemindahtanganan adalah  pengalihan kepemilikan barang milik  daerah 
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, 
dihibahkan atau diserahkan sebagai modal Pemerintah Daerah. 
h. Pemusnahan 





 Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 
barang dengan menertibkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang 
untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau 
pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 
berada dalam penguasaannya. 
j. Penatausahaan dan Pembinaan 
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, 
bimbingan, pelatihan, dan supervisi. 
k. Pengawasan dan Pengendalian 
Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai 
kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau 
kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 
Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan 
mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan. 
2.5 Penatausahaan Aset Daerah 
 Penatausahaan berdasarkan Permendagri 17 No. 17 tahun 2007 lalu 
diperbarui dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab 
Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, 
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pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara 
pembuatan  Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris (KIB) dan pembuatan 
Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang serta sistem 
pelaporan. 
 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 
Penatausahaan dapat dilakukan dengan cara yaitu : 
a. Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan 
yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan 
sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada 
maka akan mengakibatkan laporan asset Negara/Daerah tidak sinkron 
dengan laporan keuangan, 
b. Pengguna/kuasa pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran 
dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna 
dan daftar kuasa pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan 
penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah; 
c. Dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan disimpan oleh pengelola; dan  
d. Dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh 
pengguna. 
Pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 






Bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan 
barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu 
inventaris  barang serta dalam daftar barang milik daerah. 
Pembukuan dilakukan dengan cara : 
1. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan 
pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna 
(DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP); 
2. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan 
pencatatan sesuai format : 
a) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah (Lampiran 25); 
b) Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin (Lampiran 
26); 
c) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan 
(Lampiran 27); 
d) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan 
(Lampiran 28); 
e) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya (Lampiran 
30);  
f) Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kontruksi dalam Pengerjaan 
(Lampiran 30); dan 
g) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) (Lampiran 31). 
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3. Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan 
pndaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b 
ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). 
b. Inventarisasi  
1. Peran dan Fungsi Inventarisasi 
Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan 
perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan 
data dan laporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. 
Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang 
menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik 
yang bergerak maupun tidak bergerak. 
Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk 
type, jumlah, ukuran, harga, tahun, pembelian, asal barang, keadaan 
barang dan sebagainya. 
Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan 
mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka : 
a) Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan setiap 
barang; 
b) Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara 






c) Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah. 
Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan 
dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Agar Buku Inventaris 
dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan peranannya, maka 
pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan 
data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan 
informasi yang tepat dalam : 
1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 
2) Pengadaan; 








11) Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian 
12) Pembiayaan; dan 
13) Tuntutan ganti rugi. 
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2. Barang Milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah 
Daerah, pengguna mencatat dalam Buku Inventaris tersendiri dan 
dilaporkan kepada pengelola. 
3. Barang milik daerah adalah barang yang berasal/dibeli dengan dana 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau 
sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, 
swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain. 
4. Termasuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf 3 
adalah barang milik daerah yang pengelolaanya berada pada 
Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/yayasan Milik 
Daerah. 
5. Pimpinan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/yayasan 
Milik Daerah wajib melaporkan daftar inventaris barang milik 
daerah kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah berwenang untuk 
mengendalikan setiap mutasi inventaris barang tersebut. 
6. Tujuan inventaris Barang Milik/Kekayaan Daerah adalah untuk : 
a. Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen 
inventaris dan ketetapan jumlahnya; 
b. Mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak Ringan, dan 
Rusak Berat); 
c. Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa 




d. Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar 
penyusunan neraca awal daerah. 
c. Pelaporan 
1. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna 
barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada 
pengguna; 
2. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, 
tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui 
pengola; 
3. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna 
barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-
masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuatnya 
rekapitulasinya; 
4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas, 
digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah; 
5. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa 
pengguna, di rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan 
kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap 
buku innventaris tersebut menjadi buku induk inventaris; 
6. Buku Induk Inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf 5 
merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun 
berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya 
pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar 
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Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk 
rekapitulasi barang milik daerah; 
7. Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-
masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada : 
a) Laporan Mutasi Barang; dan 
b) Daftar Mutasi Barang. 
8. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah 
dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan 
kepada Kepala Daerah melalui pengelola; 
9. Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan 
menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan 
masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar 
Rekapitulasi Mutasi Barang); 
10. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di 
Pembantu Pengelola; 
11. Rekapitulasi seluruh barang milik daerah (daftar mutasi) 
sebagaimana dimaksud pada huruf J, disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri; 
12. Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan/atau 
berkurang) selain mencantumkan jenis, merek, type, dan lain 
sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang; 
13. Format Laporan Pengurus barang : 
a) Buku Inventaris (Lampiran 32); 
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b) Rekap Buku Inventaris (Lampiran 33); 
c) Laporan Mutasi Barang (Lampiran 34); 
d) Daftar Mutasi Barang (Lampiran 35); 
e) Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang (Lampiran 36); 
f) Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus (Lampiran 37); 
g) Daftar Barang Milik Daerah yang Digunausahakan 
(Lampiran 38). 
2.5.1 Penggolongan Barang Milik Daerah 
Menurut M.Yusuf (2010:11) Barang milik daerah digolongkan ke dalam 6 
(enam) yaitu : 
a. Tanah 
Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun 
Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/Rawa, Sungai, Tanah 
Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah 
Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, Tanah 
badan jalan dan lain-lain sejenisnya. 
b. Peralatan dan Mesin 
1. Alat-alat besar 







2. Alat-alat angkutan 
Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, 
Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, 
Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lain sejenisnya. 
3. Alat-alat bengkel dan alat ukur 
Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain 
sejenisnya. 
4. Alat-alat pertanian/peternakan 
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan 
Tanaman/Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya. 
5. Alat-alat kantor dan rumah tangga 
Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya. 
6. Alat studio dan alat komunikasi 
Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya. 
7. Alat-alat kedokteran 
Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran 
Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, 
Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain 
sejenisnya. 
8. Alat-alat labotarium  





9. Alat-alat keamanan 
Senjata Api, Persenjataan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar 
dan lain-lain sejenisnya. 
c. Gedung dan bangunan 
1. Bangunan gedung 
Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan 
Instalansi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat 
Tinggal dan gedung lainnya yang sejenis. 
2. Bangunan monumen 
Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan 
lain-lain sejenisnya. 
d. Jalan, irigasi, dan jaringan 
1. Jalan dan jembatan 
Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya. 
2. Bangunan air/irigasi 
Bangunan air irigasi, Bangunan air Pasang, Bangunan air 
Pengembangan rawa dan Polde, Bangunan Air Pengan Surya dan 
Penanggul, Bangunan air minum, Bangunan air kotor dan Bangunan 
Air lain yang sejenisnya. 
3. Instalasi 
Instalasi Air minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan 
Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi 




Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya. 
e. Aset tetap lainnya 
1. Buku dan perpustakaan 
Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu 
Bahasa, Matematika, dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan 
Praktis, Arsitektur, Kesenian, Olah Raga, Geografi, Biografi, Sejarah 
dan lain-lain sejenisnya. 
2. Barang bercorak kesenian/kebudayaan 
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan seperti Pahatan, Lukisan 
Alat-alat Kesenian, Alat Olahraga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain 
sejenisnya. 
3. Hewan/ternak dan tumbuhan 
Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, 
Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang, dan lain-lain sejenisnya. 
Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon 
Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon 
ayoman/pelindung. 







2.5.2    Pelaksanaan Sensus Barang Daerah 
 Untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat 
dipertanggungjawankan serta akurat (up to date), harus melalui sensus barang 
daerah. Barang yang akan disensus adalah seluruh barang milik Pemerintah yang 
dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
a. Barang milik daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), termasuk barang 
yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik 
Daerah/yayasan Milik Daerah; 
b. Barang milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan oleh pemerintah 
Daerah. 
 Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, dalam petunjuk teknis 
pelaksanaan ini akan diuraikan hal-hal pokok, yang meliputi tahapan pelaksanaan, 
cara penggunaan kode barang dan pengisian formulir sebagai berikut : 
a. Tahapan Sensus Barang Milik Daerah. Pelaksanaan sensus barang milik 
daerah, dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. 
1. Pada tahap persiapan, Kepala Daerah menetapkan juknis Sensus 
Barang Daerah yang disiapkan oleh pengelola, selanjutnya masing-
masing SKPD melaksanakan pengisian KIB dan KIR 
dilingkungannya. Pelaksanaan pengisian KIB dan KIR tersebut 
dilaksanakan sekaligus dengan penulisan Nomor Kode Lokasi dan 
Kode Barang pada masing-masing barangnya sebelum pelaksanaan 
sensus. KIR dan KIB dimaksud merupakan data pendukung utama 
pada saat pelaksanaan Sensus Barang Daerah dimaksud; 
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2. Dalam tahap pelaksanaan sensus barang milik daerah, masing-masing 
pengguna/kuasa pengguna harus melaksanakan pengisian formulir 
Buku Inventaris. 
2.6 Penelitian Terdahulu 
 Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar 
untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian. 
Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian 
yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan 
dilaksanakan. 
1. Fasiha, (2013) Dalam hal ini meneliti dengan judul penelitian Analisis 
Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian 
ini di berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu kondisi dimana belum 
terinventarisanya aset daerah dengan baik sesuai peraturan yang berlaku 
pada kementrian atau lembaga negara menjadi sasaran dalam penataan 
dan penertiban aset daerah. Arahmya dari langkah-langkah penertiban 
aset daerah inventarisasi dan penilaian tersebut adalah bagaimana 
pengelolaan aset daerah tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset 
daerah disetiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel, akurat, dan 
transparan, sehingga aset daerah mampu dioptimalkan penggunaan dan 
pemanfaatanya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada 
masyarakat/stake holder. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah 
untuk menganalisis pengelolaan aset daerah dan untuk menganalisis 
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implementasi serta mengetahui hambatan dalam impelementasi 
pengelolaan aset pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
Aset Kabupaten Meranti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 
diperoleh hasil bahwa Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan 
Meranti belum berjalan dengan baik, begitu juga dengan implementasi 
pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal 
sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan juga 
didapat hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan aset 
daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini juga dibuktikan dalam 
hasil angket yang menghasilkan nilai sebesar 54,6% yang berarti bahwa 
pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti kurang baik. Perbedaan 
Penelitian Fasiha dengan Peneliti yaitu Penelitian yang dilakukan oleh 
Fasiha cenderung mengulas dan menfokuskan terkait menganalisis 
pengelolaan aset daerah beserta implementasi pengelolaan aset daerah 
dan hambatan-hambatan yang dialami pada Kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Meranti dimana 
penelitian ini menganalisis keseluruhan aktivitas pengelolaan aset 
daerah. Sedangkan Penelitian yang peneliti lakukan menfokuskan 
kepada salah satu aktivitas pengelolaan aset daerah yaitu penatausahaan 
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aset daerah pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu, dimana menganalisis 
pelaksanaan penatausahaan seperti pembukuan, inventarisasi dan 
pelaporan aset daerah. 
2. Yoanda Hidayat, (2015) Dalam hal ini meneliti dengan judul penelitian 
Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengaraian Kabupaten Kampar, 
Yoanda Hidayat dalam hal ini meneliti berdasarkan fenomena yang 
terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengaraian 
Kabupaten Kampar, yaitu banyak aset dalam kondisi rusak sebanyak 
65, hilang 36 dan dalam pengerjaan 2 dari 686 aset tetap yang ada dan 
tidak terkelola dengan baik, dimana minimnya pengelolaan aset Negara 
seperti perawatan, penyimpanan, pemanfaatan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengalanalis pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengaraian Kabupaten 
Kampar. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa : Pengelolaan Barang 
Milik Negara seperti perawatan, penyimpanan dan pemanfaatan belum 
berjalan dengan baik dimana masih banyaknya sumber daya manusia 
yang belum handal dan paham dalam bidangnya sehingga dalam 
menjalankan pengeloaan aset Negara/Barang Milik Daerah seperti 
perawatan, penyimpanan dan pemanfaatan tidak terurus atau tidak tetap 
pengelolaannya. Perbedaan penelitian Yoanda Hidayat dengan 
penelitian yang peneliti lakukan yaitu Penelitian yang dilakukan 
Yoanda Hidayat lebih cenderung mengulas dan menfokuskan penelitian 
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tentang pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Barang 
Milik Daerah yang di analisis adalah tentang perawatan, penyimpanan, 
dan pemanfaatan Barang Milik Negara. Sedangkan Penelti melakukan 
penelitian dan menganalisa mengenai pelaksanaan penatausahaan aset 
daerah, yaitu pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset 
daerah berserta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan upaya 
yang dilakukan dilapangan pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu.  
3. Virna Museliza, SE, M.Si (2016) Dalam hal ini meneliti dengan judul 
penelitian Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada 
BPKAD Kota Pekanbaru, Virna Museliza, SE, M.Si dalam hal ini 
meneliti berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu 3 SKPD yang masih 
mempunyai catatan dari hasil audit BPK RI. “Adapun 3 (tiga) SKPD 
yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat 
Daerah secara umum, Diantaranya Dinas Pendidikan dalam hal 
melaksanakan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan terlambat 
dikarenakan menmpunyai aset gedung dan bangunan dalam jumlah 
yang sangat banyak. penelitian bertujuan untuk : 1). Menganalisa 
tentang Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota 
Pekanbaru yaitu tentang pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan 
pelaporan aset. 2). Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam 
Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada BPKAD Kota Pekanbaru 
dalam hal pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa : 1). Pelaksanaan Penatausahaan yaitu 
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Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan, pada Pembukuan dan 
Pelaporan sudah terlaksana dengan baik tetapi Inventarisasi belum 
terlaksana dengan baik karena tidak adanya pembuktian kertas kerja 
pada setiap aset. Dinas Pendidikan adalah SKPD yang memiliki aset 
yang terbanyak sehingga terlambat menyelesaikan laporan 
inventarisasinya karena belum selesainya setiap sekolah melakukan 
inventarisasi dan belum melaporkannya ke Dinas Pendidikan laporan 
inventarisasi itulah yang sering terlambat karena mindset 
menginventarisasi aset yang belum tinggi. Neraca sudah balance tapi 
pembuktian kertas kerja yang tidak bisa dibuktikan. 2). Kendala-
kendala dalam Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD 
Kota Pekanbaru yaitu pertama. Sumber Daya Manusia yang tidak 
sesuai antara beban kerja dengan jumlah sumber daya manusia dan 
kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang 
pengelolaan aset, kedua Teknologi yang masih manual dengan 
menggunakan eksel, ketiga keterbatasan waktu pelaksanaan 
inventarisasi yang hanya efektif selama 6 (enam) bulan yang dirasakan 
kurang maksimal. Keempat, dokumen pendukung yang belum dapat 
dibuktikan dan kelima komitmen pimpinan yang selalu komit tetap 
melaksanakan inventarisasi setiap tahunnya disertai dengan bukti kerja 
dan sesuai antara laporan, neraca, dan fisik. Perbedaan penelitian Virna 
Museliza, SE, M.Si dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh Virna Muzeliza, SE, M.Si lebih 
50 
 
cenderung mengulas dan mengambil fokus permasalahan pelaksanaan 
penatausahaan aset tetap yang berada Kota Pekanbaru, yaitu 
pemasalahan pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada 3 SKPD yang 
bermasalah, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat 
Daerah dan dan pelaksanaan penatausahaan aset tetap ini di himpun dan 
dikelola di BPKAD Kota Pekanbaru dan pelaksaanaan penatausahaan 
aset yang diteliti adalah aset tetap yaitu gedung, jalan dan aset tetap 
lainnya dan dalam penelitian ini lebih mefokuskan kepada 
permasalahan Dinas Pendidikan bukan BPKAD Kota Pekanbaru. 
Sedangkan Peneliti menfokuskan pada permasalahan pelaksanaan 
penatausahaan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu itu 
sendiri serta Dinas lain sebagai perbandingan dan Pelaksanaan 
penatausahaan aset yang peneliti lakukan adalah berupa aset daerah 
yakni keseluruhan aset daerah yang ada pada BPKAD Kabupaten 
Rokan Hulu. 
4. Franki Ferdianus Untailawan (2013), Penelitian ini berjudul Analisis 
Penatausahaan Aset Tetap Untuk Menghasilkan Data yang dipercaya 
dalam laporan barang milik daerah (studi pada pemerintah Provinsi 
Maluku) dengan berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu pemerintah 
Provinsi Maluku termasuk daerah yang masih berkutat dengan 
permasalahan aset dan menyandang predikat opini disclaimer pada 
laporan keuangannya. Masalah tersebut antara lain karena 
penatausahaan aset tidak jelas, sehingga auditor tidak meyakini data 
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aset tetap yang disajikan. Tujuan penelitian ini untuk mengindentifikasi 
kendala-kendala penatausahaan aset tetap yang dihadapi pengurus 
barang dan mengetahui pengaruhnya terhadap data Laporan Barang 
Milik Daerah  yang valid. Adapun alat analisis yang digunakan adalah 
skala likert dan studi kasus untuk mendalami inkuiri secara empiris 
kendala-kendala yang dihadapi pengurus barang dalam proses 
penatausahaan aset tetap dan pengaruh kendala-kendala tersebut 
terhadap data laporan Barang Milik Daerah yang valid dalam neraca 
keuangan daerah. Hasil penelitian berdasarkan alat analisis Skala Likert 
menunjukkan bahwa, kendala-kendala yang diidentifikasi dalam 
penatausahaan aset tetap oleh pengurus barang yaitu pembukuan 
meliputi kegiatan pencatatan KIB, penyesuaian KIR terhadap KIB, 
penyesuaian dengan aspek akuntansi (rekon) dan membuat Daftar BMD 
Pengguna, Inventarisasi meliputi kegiatan sensus BMD, pengecekan 
bukti yuridis dan fisik, pengecekan dan pengklasifikasian barang 
hilang/rusak, musnah, dihapus, teknik inventarisasi. Pelaporan meliputi 
pelaporan secara berjenjang sesuai periode waktunya, pembuatan 
catatan/penjelasan atas keadaan dalam Laporan BMD dan alokasi waktu 
penyusunan Laporan BMD. Berdasarkan analisis studi kasus, kendala-
kendala penatausahaan aset tetap berpengaruh karena kegiatan 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan 
yang saling bertalian, bukti konkretnya berupa opini disclaimer BPK RI 
terhadap aset tetap Pemerintah Provinsi Maluku. 
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5. Fairoza Hilmah KH (2013) Penelitian ini berjudul penelitian Analisis 
Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA 
Kota Padang dengan berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu pada 
Pemerintah Kota Padang masih belum terkoordinir aset-aset dengan 
baik. Masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas 
lokasi dan penetapan peruntukkannya. Penatausahaan dalam bentuk 
pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang milik 
daerah, haruslah dikoordinir secara profesional, sehingga nantinya akan 
menghasilkan data yang tepat dan akurat. Berdasarkan audit BPK RI, 
empat tahun terakhir Pemko Padang masih memperoleh opini Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP) dan salah satu pengecualiannya adalah 
pengelolaan aset tetap. Selain itu, para pengelola barang belum 
memiliki kemampuan tentang cara penanganan barang hilang, 
penyusutan barang daerah serta kode-kode dalam inventarisasi barang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat : 1). Pelaksanaan 
penatausahaan aset tetap pada DPKA Kota Padang. 2). Pelaksanaan 
akuntansi aset tetap pada DPKA Kota Padang. Penelitian ini merupakan 
penelitian studi kasus dengan teknis analisis deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa : 1). Penatausahaan aset tetap pada Pemerintah 
Kota Padang belum efektif dilaksanakan sesuai Permendagri No. 17 
Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. Belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan di Pemerintah 
Kota Padang, disebabkan karena masih banyaknya kendala dalam 
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penatausahaan tersebut, yaitu, keterbatasan data pendukung aset tetap, 
dan keterbatasan sumber daya manusia. 2). Pelaksanaan akuntasi aset 
tetap, masih ada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan 
proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti 
peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku 
yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. Perbedaan 
dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu yang dilakukan Fairoza 
Hilmah KH menfokuskan penelitian pada menganalisa pelaksanaan 
penatausahaan aset tetap dan pelaksanaan akuntansi tetap pada Kota 
Padang yang dihimpun di DPKA Kota Padang. Sedangkan Penelitian 
yang peneliti lakukan menfokuskan pada pelaksanaan penatausahaan 
aset daerah pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu dimana yang menjadi 
objek adalah keseluruhan aset daerah yang ada pada BPKAD 












2.7 Harta (Aset) Dalam Pandangan Islam 
 Dalam Al-Qur’an harta disebutkan dalam 25 surat dan 46 ayat. Menurut 
Muhammad Abdul Baqi, al-maal disebutkan 86 kali dalam Al-Qur’an. Lafal al-
maal terdapat pada ayat-ayat yang disebutkan di dalam beberapa ayat berikut ini : 
 
 
Artinya: Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaaan yang 














Artinya: “Diperhiaskan bagi manusia kesukaan kepada barang yang 
diingini, (yaitu) dari hal perempuan dan anak laki-laki, dan berpikul-
pikul emas dan perak, dan kuda kendaraan yang diasuh, dan 
binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Yang demikian itulah 



















2.8 Defenisi Konsep   
 Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep karya 
Ilmiah adalah sebagai berikut : 
a. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
b. Aset Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun 
dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya 
sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak 
ketiga, dan sebagainya. 
c. Pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam 
daftar barang pengguna kedalam kartu inventaris barang serta dalam 
barang daftar barang milik daerah; 
d. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan 
perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data 
dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian; 
e. Pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan 







2.9 Kerangka Pemikiran 
 Uma Sekaran dalam Sugiono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka 
berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 
dengan berbagai faktor yang telah di indentifikasi sebagai masalah yang penting. 
 Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 
tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun 
kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah :  
















Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 
Penatausahaan 
Inventarisasi Pembukuan Pelaporan 
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2.10 Konsep Operasional 
 Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan 
bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat 
diketahui indikator indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari 
variabel tersebut. 
Tabel 2.1 Konsep Operasional 











1. Pembukuan a. Pengelola Barang harus melakukan 
pendaftaran dan pencatatan barang 
milik daerah yang berada di bawah 
penguasannya ke dalam Daftar Barang 
Pengelola menurut penggolongan dan 
kodefikasi barang; 
b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang harus melakukan pendaftaran 
dan pencatatan barang milik daerah 
yang status penggunaannya berada pada 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang ke dalam Daftar Barang 
Pengguna/Daftar Barang Kuasa 
Pengguna menurut penggolongan dan 
kodefikasi barang; 
c. Pengguna Barang menghimpun daftar 
barang Pengguna/daftar barang Kuasa 
Pengguna menurut penggolongan an 
kodefikasi; 
d. Pengelola Barang menyusun daftar 
barang milik daerah berdasarkan 
himpunan daftar barang 
Pengguna/daftar barang Kuasa 
Pengguna dan dan daftar barang 
Pengelola menurut penggolongan  dan 
kodefikasi barang; 
e. Dalam daftar barang milik daerah 
termasuk barang milik daerah yang 
dimanfaatkan oleh pihak lain. 
 2. Inventarisasi a. Pengguna Barang melakukan 
inventarisasi barang milik daerah paling 




b. Dalam hal barang milik daerah berupa 
persediaan dan konstruksi dalam 
pengerjaan, inventarisasi dilakukan 
oleh pengguna Barang setiap tahun; 
c. Pengguna Barang menyampaikan 
laporan hasil inventarisasi kepada 
Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) 
bulan setelah selesainya inventarisasi; 
d. Pengelola Barang melakukan 
inventarisasi barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan yang 
berada dalam penguasaannya paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 
tahun.  
 3. Pelaporan a. Kuasa Pengguna Barang harus 
menyusun laporan barang Kuasa 
Pengguna Semesteran dan laporan 
barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk 
disampaikan kepada Pengguna Barang; 
b. Pengguna Barang menghimpun laporan 
barang Kuasa Pengguna Semesteran 
dan Tahunan sebagai bahan 
penyusunan laporan barang Pengguna 
semesteran dan tahunan; 
c. Laporan barang Pengguna digunakan 
sebagai bahan untuk menyusun neraca 
SKPD untuk disampaikan kepada 
Pengelola barang; 
d. Pengelola  Barang harus menyusun 
laporan barang Pengelola semesteran 
dan laporan barang Pengelola tahunan; 
e. Pengelola Barang harus menghimpun 
laporan barang Pengguna semesteran 
dan laporan barang Pengguna tahunan 
disertai  laporan barang Pengelola 
sebagai bahan penyusunan laporan 
barang milik daerah; 
f. Laporan barang milik daerah digunakan 
sebagai bahan untuk menyusun neraca 
pemerintah daerah. 
 
 
 
 
